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PENDAHULUAV

A.  Latar Belakang Permasalahan
Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi agenda

nasional yang fundamental dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih.  Sebagai  negara yang menganut  sistem demokrasi dan

negara hukum  (reck/ss/czcr/),  Indonesia memiliki  komitmen  yang kuat untuk

memberantas   korupsi   yang   telah   diakui   sebagai   kejahatan   luar   biasa

(e,T/7.oo7'c77.#¢ry  crj.7#e).  Si fat  luar biasa  korupsi  ini  terletak  pada  dampaknya

yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melumpuhkan sendi-

sendi    perckonomian    nasional,    merusak    tatanan    sosial,    dan    mengikis

kepercayaan publik terhadap institusi negara. t

Respons   hukum   terhadap   fenomena   korupsi   diwujudkan   melalui

pembentukan  kerangka  regulasi  yang  komprehensif dan  represif,  terutama
melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor). Undang-undang ini menegaskan

komitmen  negara  untuk  melindungi  aset  dan  keuangan  negara  dari  segala

bentuk   perbuatan   yang   dapat   merugikaimya.      Namun,   dalam   dinamika

penegakan hukum, sering kali muncul tantangan dalam menjaga keseimbangan

antara  semangat  pemberantasan  korupsi  yang  tegas  dengan  prinsip-prinsip

keadilan dan kepastian hukum yang menjadi pilar negara hukum.

Dalam  konteks  negara  hukum,  hukum  pidana  tidak dapat  digunakan

secara  sewenang-wenang  atau  ekspansif  untuk  menjangkau  setiap  bentuk

I  Romli  Atmasasmita,  2018.  jtcJA-a/7`t/rltA.si.  zlsf7s.  rf-cza'c!  P;.c7ctjic7  r¢f?pa  K.>,scf/f7/7cijj,  Gramedia  Pustaka

Utama` Jakarta. hlm. 45-48.
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kerugian, kesalahan administrasi, atau kegagalan kebij akan yang muncul dalam

aktivitas pemerintahan maupun dunia usaha. Hukum pidana memiliki karakter

khusus  sebagai  ultimum  remedium  atau  upaya  terakhir,  yang  hanya  boleh

digunakan ketika instrumen hukum lain seperti hukum perdata atau administrasi

sudah  tidak  memadai  untuk  menyelesaikan  masalah.2   Penggunaan  hukum

pidana    yang    berlebihan,    terutama    dalam    konteks    bisnis    yang    sarat

ketidakpastian.      iustru      berpotensi      menciptakan      ketidakadilan      dan

kontraproduktif terhadap tujuan penegakan hukum itu sendiri.

Permasalahan  ini  memperoleh  dimensi  yang  semakin  kompleks  dan

menarik  ketika  dikaitkan  dengan  sektor  perbankan,  khususnya  perbankan

daerah  yang  dioperasikan   oleh  Bank  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (Bank

BUMD).  Bank  BUMD  merupakan  entitas  bisnis  yang  unik  dalam  sistem

keuangan  Indonesia.  Di  satu  sisi,  bank ini  didirikan oleh pemerintah daerah

dengan   modal   yang   berasal   dari   pemisahan   kekayaan   daerah,   sehingga

memiliki keterkaitan erat dengan keuangan negara/daerah.  Di  sisi lain. Bank

BUMD  beroperasi  sebagai  badan  hukum yang  menjalankan kegiatan usaha

perbankan secara komersial dengan tujuan mencari keuntungan. 3

Dualitas  fungsi  Bank  BUMD  ini  menempatkannya pada posisi  yang

strategis namun rentan. Sebagai lembaga perbankan, Bank BuhD menjalankan

fungsi    intermediasi    dengan    menghimpun    dana    dari    masyarakat    dan

menyalurkarmya kembali dalam bentuk kredit kepada sektor-sektor produktif.

Aktivitas penyaluran kredit  ini  secara  inherent  mengandung  berbagai  risiko,

terutama  risiko  kredit  (c/'cc7/./  r/.sk)  yang  berupa  keinungkinan  debitur  tidak

mampu memenuhi kewajibarmya sesuai perjanjian.  Meskipun telah dilakukan

berbagai  analisis  kelayakan  usaha,  penilaian  agunan,  dan  penerapan  prinsip

: Moeljatno, 2008, ,4`9".g-4.t.I/a fJ"A-I//JJ P/.(/a/7" Bina Aksara, Yogyakarta, hlm. 25.
•` Abdul Khamid, 2021, HJ/A-/wJ7 P/.do»cr EA.a/7o/ji/-//7c/a/7c'.s./.cJ,  Sinar Grafika. Jakarta. hlm.  134-138.

Universitas Kristen Indonesia



3

kehati-hatian  yang  ketat,  risiko  kredit  macet  tidak  pemah  dapat  dieliminasi

sepenuhnya dari dunia perbankan.4

Dalam praktik  perbankan modem yang  sehat,  kredit  macet dipahami

sebagai bagian dari risiko bisnis yang wajar (b#sz.#ess r7.s4) yang harus dikelola

melalui  mekanisme  manajemen  risiko  yang  efektif.  Kerugian  yang  timbul

akibat kredit macet pada dasamya merupakan konsekuensi logis dari kaputusan

bisnis yang diambil dalam situasi ketidakpastian informasi dan dinamika pasar.

Kerugian semacam ihi tidak selalu bersumber dari perbuatan melawan hukum,

apalagi  dari  niat  jahat  untuk  merugikan  keuangan  negara.  Namun,  dalam

realitas penegakan hukum di Indonesia, kerugian yang dialami Bank BuhAI)

akibat kredit macet kerap kali ditarik ke dalam ranah hukum pidana korupsi

dengan argumentasi bahwa modal bank tersebut berasal dari keuangan daerah.5

Pendekatan  penegakan   hukum   seperti   ini   menimbulkan  persoalan

yuridis yang serius karena mengaburkan perbedaan fundamental antara risiko

bishis yang wajar dengan perbuatan pidana.  Kriminalisasi terhadap kerugian

bisnis  Bank BUMD  telah  menciptakan  kekhawatiran  yang  luas  di  kalangan

praktisi perbankan, pengambil kebij akan, dan akademisi. Pengelola bank sering

kali ditempatkan pada posisi dilematis: di satu sisi mereka dituntut untuk aktif

dan agresif menyalurkan kredit guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,

namun  di  sisi  lain  mereka  dihadapkan  pada  ancaman  risiko  pidana  apabila

keputusan kredit tersebut berujung pada kerugian.6

Kondisi ini berpotensi melahirkan budaya kehati-hatian yang berlebihan

(overcautious) di kalangan pengelola Bank BUMD, yang pada akhimya dapat

menghambat  fungsi  intermediasi  perbankan  daerah.  Bank  inenjadi  enggan

menyalurkan  kredit,  khususnya  kepada   sektor-sektor  yang  berisiko  tinggi

i Muljadi, 2020. M"/)"/.e;//a/i A/.s/.A'o PcJ/.b¢/7ha/?,  Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67-70.
5 Romli Atmasasmita. /oc.c`/./„ hlm. 52.
6  Ibi(I.
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namun  penting  bagi  pembangunan  daerah,  seperti  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan

Menengah (UMKM) atau proyek-proyek infrastruktur strategis. Padahal, justru

sektor-sektor inilah yang sering kali paling membutuhkan akses pembiayaan

dari perbankan.

Mahkamah   Konstitusi   melalui   Putusan   Nomor   25/PUU-XIV/2016

Tanggal  25  Januari  2017  telah memberikan penegasan yurispmdensial yang

penting  mengenai  batasan  penerapan  hukum  pidana  korupsi.  Putusan  hi

menegaskan bahwa unsur "dapat merugikan keuangan negara"  dalam tindak

pidana korupsi harus dimaknai sebagai kerugian yang nyata dan pasti (c7c/.fcr/

/oss),  bukan  sekadar potensi  kerugian.   Prinsip  ini  pada  dasamya bertujuan

untuk mencegah penggunaan hukum pidana secara spekulatif dan memberikan

kepastian  hukum  yang  lebih  baik  bagi  para  pengambil  keputusan  di  sektor

publik, termasuk pengelola Bank BUMD.

Namun demikian, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

dalam praktik peradilan,  khususnya  dalam perkara-perkara  yang melibatkan

kredit macet Bank BUMD, masih menunjukkan adanya perbedaan penafsiran

dan inkonsistensi yang signifikan.  Banyak kasus  di mama pengadilan tingkat

pertama  dan  bending  tetap  menjatuhkan  pidana  terhadap  pengelola  kredit

meskipun kerugian yang terjadi belum dapat dikategorikan sebagai kerugian

yang  nyata,  pasti,  dan  permanen  sebagaimana  dimandatkan  oleh  putusan

Mahkamah Konstitusi. 7

Ketidakjelasan  batas  antara  kerugian  keuangan  negara/daerah  yang

dapat dipidana dengan risiko bisnis yang wajar dalam aktivitas perbankan tidak

hanya  menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  tetapi juga  berdampak  sistemik

terhadap  iklim  usaha  dan  pembangunan  daerah  secai.a  keseluruhan.  Apabila

setiap  kerugian  Bank  BUMD  berpotensi  dipidana tanpa mempertimbangkan

7 /A;.c/.. butir 3.16.
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konteks  bisnis  dan  mekaiiisme  pemulihan  yang  tersedia,  maka  fungsi  bank

sebagai  motor penggerak ekonomi  daerah  akan  mengalami  pelemahan yang

signifikan. Hal ini pada akhimya justru bertentangan dengan tujuan pendirian

Bank BUMD itu sendiri serta prinsip kemanfaatan hukum yang menghendaki

bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. 8

Berdasarkan uraian latar belakang di atas9 penelitian ini menjadi penting

dan relevan untuk dilakukan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara

mendalam   dan   komprehensif  batasan   yuridis   antara   kerugian   keuangan

negara/daerah dengan risiko bisnis yang wajar dalam konteks kredit macet pada

Bank BUMD.  Kajian ihi  diharapkan dapat memberikan kontribusi akadeinis

dan   praktis   dalam   membangun   konstruksi   hukum   yang   lebih   adil   dan

proporsional, memberikan kepastian hukum bagi pengelola Bank BUMD yang

beritikad baik, serta mendorong penegakan hukum pidana korupsi yang lebih

selaras dengan prinsip negara hukum dan karakteristik khusus duhia perbankan.

8.  Rumusan Masa]ah
I.   Bagaimana  batasan  yuridis  antara  "kerugian  keuangan  negara/daerah"

dengan "risiko bisnis" (corporcz/c /ass) dalam konteks kredit macet di Bank

BUMD menurut hukum positif Indonesia?

2.   Bagaiinanakah  tanggung  jawab  hukum  pidana  pengelola  kredit  Bank

BUMD apabila terjadi kredit macet, ditinjau dari perspektifpasal 2 ayat ( 1)

dan Pasal 3 UU Tipikor jo. prinsip kehati-hatian perbankan serta B!rsj.;7ess

Jt[dgmenf Ri!le?

C.  Ruang Lingkup Penelitian
Ruang   lingkup  penelitian  menggambarkan   luasnya  cakupan   lingkup

penelitian   yang   akan   dilakukan.   Ruang   lingkup   penelitian   dibunt   untuk

8 Barda Nawawi Arief` 2005, Bi///grf Rfti;ipct7. Kc4i/.c7A'a» /7!/A'w//i P/.c/c7/jfl Citra Aditya Bakti, Bandung.

hlm 20-50.
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mengemukakan   batas   area   penelitian   dan   umumnya   digunakan   untuk

mempersempit  pembahasannya.  Maka  ruang  lingkup  penelitian  iri  dibatasi

sebagai berikut:

1.   Objek   material   penelitian   hanya   mencakup   kredit   macet   pada   Bank

Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank BUMD yang modalnya berasal dari

pemisahan  kekayaan  daerah.   Penelitian   tidak  mencakup  bank   swasta

nasional maupun bank BUMN pusat, mengingat karakteristik hukum dan

risiko yang dihadapi berbeda secara signifikan.

2.   Pembahasan   mengenai   tindak   pidana   korupsi   hanya   terfokus   pada

penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat ( 1 ) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001, terutama terkait unsur "dapat merugikan

keuangan   negara/daerah"   dan   "menyalahgunakan   kewenangan"   dalam

konteks penyaluran serta pengelolaan fasilitas kredit.

3.   Analisis perlindungan hukum bagi pengelola kredit hanya mencakup dua

instnimen utama, yaitu Bz/sz.7?ej'£ /z/c7gm.>#/ j}#/e (BJR) dan prinsip kehati-

hatian  perbankan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Perbankan

serta  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Instrumen  hukum  lain

seperti asuransi atau skim penjaminan tidak dibahas secara mendalam.

4.    Analisis  kasus  (/ocf fL`'  c/e//.c//.)  hanya  difokuskan  pada  Putusan  Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016mN.Jkt.Pst jo.  Putusan

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017fl'T.DKI (kasus

kredit  PT  Likotama  Harum  pada  Bank  DKI),  perkembangan  fakta  baru

(/7tJt'ifw?)   pasca-inkrah   hingga   tahun   2025,   serta   Putusan   Peninjauan

Kembali    Mahkamah    Agung    Nomor    189    PK/Pid.Sus/2019    sebagai

pembanding utaina.

5.    Periode pengamatan data dan putusan peradilan dibatasi pada rentang tahun

201 I -2025, dengan penekanan pada praktik penegakaii hukum korupsi di
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sektor  perbankan  daerah  sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini tidak membahas aspek perdata (seperti wanprestasi, gugatan

perdata, atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU) maupun aspek

administrasi    negara    (seperti    sanksi    OJK,    pemberhentian    direksi,    atau

pertanggunalawaban  keuangan  daerah  berdasarkan  UU  Keuangan  Daerah)
secara  mendalam,  melainkan  hanya  sebagai  pendukung  atau  konteks  bagi

argumen utama dalam hukum pidana.

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian
I. Tujuan Penehitian

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus

a.   Tujunnumum

1 )   Menganalisis serta merumuskan batasan yuridis yangjelas dan tegas

antara  "kerugian  keuangan  negara/daerah"  dengan  "risiko  bisnis

yang wajar" (coJ~po7.cr/Lp /ass) dalam konteks kredit macet pada Bank

Pembangunan   Daerah   (Bank  BUMD)   menurut   hukum  positif

Indonesia.  Dengan demikian, doktrin dan yurisprudensi yang ada

dapat diterapkan secara konsisten dan proporsional dalam praktik

penegakan    hukum,    menghindari    kesewenang-wenangan    dan

ketidakyastian.

2)   Menganalisis    serta   merumuskan    kriteria   pertanggungjawaban

hukum pidana pengelola kredit Bank BUMD apabila teriadi kredit

macet, ditinjau dari perspektif pasal 2 ayat ( I ) dan Pasal 3 Undang-

Undang  Nomor  31   Tahun   1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20

Tahun 2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan

mengintegrasikan  prinsip   kehati-hatian   perbankan  serta  doktrin

BziL``/.#c.`..s` /"c7gme#/ Rff/c.  Tuj uannya adalah menciptakan kepastian

hukum   yang   melindungi   pengelola   kredit   dari   praktik   over-
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kriminalisasi  sekaligus  tetap  menjaga  efektivitas  pemberantasan

korupsi di sektor strategis.

b.   Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas

akhir    sebagai    salah    satu    syarat    untuk    memenuhi    persyaratan

memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program

Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen

Indonesia.

2.   Kegunaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka kegunaan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a.    Menganalisis   dan   mengetahui    batasan   yuridis   antara   "kerugian

keuangan negara/daerah" dengan "risiko bisnis yang wajar" pada kredit

macet Bank BUMD menurut hukum positif di Indonesia.

b.   Merumuskan   kriteria  pertanggungjawaban  pidana  pengelola  kredit

dengan  mengintegrasikan  Pasal  2  ayat  (I)  dan  Pasal  3  UU  Tipikor,

prinsip kehati-hatian perbankan, serta Business Judgment Rule apabila

tei.jadi kredit macet.

E.  Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
1.   Kerangka Teori

Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  beberapa  teori  hukum

sebagai landasan berpikir dan pisau analisis untuk mengkaji permasalahan

mengenai  tanggung jawab  hukum  pengelola  kredit  Bank  BUMD  dalam

risiko bisnis berdasarkan perspektif hukum tindak pidana korupsi sebagai

berikut:
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a.    Teori Tujuan Hukum

Teori  yang  dikembangkan  oleh filsuf hukum Jerman,  Gustav

Radbruch,   menawarkan   perspektif  fundamental   dalam   memahami

batasan  antara  kerugian  keuangan  negara  dan  risiko  bisnis  dalam

konteks perbankan daerah. Radbruch berargumen bahwa hukum yang

bertentangan dengan keadilan pada tingkat ekstrem harus ditolak, dan

tujuan   hukum   harus   mewujudkan   tiga   nilai   luhur   yang   saling

berinteraksi:        keadilan        (Gerechtigkeit),        kepastian        hukum

(Rechtssicherheit), dan kemanfaatan (ZweckmaBigkeit).9

Dalam konteks kredit macet Bank BUMD,  ketiga nilai  ini memiliki

relevansi kritis :

I )   Keadilan menghendaki adanya pembedasn yang jelas dan substantif

antara kerugian akibat niat jahat (c7o/arL§) atan kelalaian berat dengan

kerugian  akibat  kegagalan  bisnis  yang  tidak  disengaja  meskipun

telah dilakukan upaya kehati-hatian. Memidana seseorang semata-

mata    karena    hasil    bisnisnya    buruk    (bad    outcome)    tanpa

membuktikan  adanya  tindakan   salah   (wrongf#/  crc/I.o#)   adalah

bentuk ketidakadilan. I 0

2)   Kepastian Hukum menuntut konsistensi dan prediktabilitas dalam

penerapan hukum, terutama dalam membedakan antara corporate

loss (risiko bisnis wajar) dan state¢#cr#cz.a/ /oss (kerugian keuangan

negara     yang     dapat     dipidana).     Inkonsistensi     yurisprudensi

menciptakan   ketidakpastian   yang  justru   menghambat   aktivitas

ekonomi.[[

9 Gustav Radbruch.1973. Rcch/sp47./osap/„.a. (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt), hlm.121 -125.
\° Iinly ALsshiddiqiie. 2020. Peiigaiilar llmil Hi[killii dan Tala Htlkilm liidonesia, Kongress, ]aikalrataL, him.

248-250.
„  Loc.ci'.
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3)  Kemanfaatan menuntut pertimbangan dampak sosial-ekonomi dari

penerapan     hukum     pidana.     Kriminalisasi     berlebihan     yang

menyebabkan   Bank   BUMD   menjadi   pasif   akan   merugikan

pembangunan daerah, sehingga bertentangan dengan kemanfaatan
hukum itu sendiri.12

Teori    Radbruch    memberikan    landasan    filosofis    untuk    menilai

proporsionalitas penerapan hukum pidana korupsi dalam kasus kredit

macet Bank BUMD.  Teori ini menegaskan bahwa penerapan hukum

pidana terhadap pengelola kredit yang telah bertindak sesuai prosedur

dan  prinsip  kehati-hatian  merupakan benfuk  ketidakadilan  substantif

yang juga merusak kepastian dan kemanfaatan hukum.

b.   Teori Pertanggunedawaban Hukum dengan Pendekatan SKBT

Teori pertanggungjawaban hukum dengan pendekatan SKBT (Subj ek,

Kesalahan, Bersifat Melawan Hukum, Tindakan) merupakan kerangka

analitis fundamental dan teknis dalam hokum pidana Indonesia untuk

menentukan  kapan  seseorang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara

pidana.  Pendekatan  ini  menuntut  pembuktian  yang  utuh  terhadap

keempat unsur tersebut secara kumulatif sebelum seseorang dinyatakan

bersalah.13

I)   Subjek

Orang atau korporasi yarig melakukan tindak pidana. Dalam konteks

ini  adalah  pengelola  kredit  Bank  BUMD  (direksi.  komite  kredit,

account officer).

2)   Kesalahan (rmc#s rccr)

Unsur psikologis berupa kesengajaan (c/a/zf,§) atau kealpaan (c3//pc7).

Dalam tindak pidana korupsi, umumnya mensyaratkan kesengaj aan.

1`-  Lot..ci'.

'3  S.R.  S;ia\rirfuri, 2019.  Teoi.i dclli  PI.ciklik Perlanggtliigiawabafi  Pidana di lndone.siil.  Stor`La GraLfi\kai.

Jakarta, hlm. 45-50.
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Kredit  macet  yang  teriadi  tanpa  disertai  niat jahat  atau kelalaian

yang sangat berat (c!f/pc7 /a/¢) tidak memenuhi unsur ihi. t4

3)   Bersifat Melawan Hukum

Tindakan tersebut harus bertentangan dengan hukum, baik formal

(melanggar   peraturan   tertulis)   maupun   materiil   (bertentangan

dengan rasa keadilan masyarakat).   Keputusan bisnis yang diambil

dalam  koridor  kewenangan  dan  sesuai  prosedur  sulit  dikatakan

melawan hukun. ]5

4)   Tindakan (crczzls re#s)

Perbuatan  fisik atau ormz.ssz.o77  yang dilarang  oleh hukum.   Dalam

konteks  kredit,  tindakan  tersebut adalah memberikan persetujuan

atau menandatangani perj anj ian kredit tanpa dasar hukum.

Pendekatan        SKBT        yang        holistik       menegaskan        bahwa

pertanggungjawaban  pidana  tidak boleh didasarkan  hanya pada  satu

unsur (misalnya, hanya karena terjadi kerugian/tindakan), tetapi hams

membuktikan selunih rangkaian unsur tersebut secara ufuh dan saling

terkait.[6   Dalam  kasus  kredit  macet,  pendekatan  SKBT  membantu

membedakan antara kesalahan bisnis (b#£r.#ess "isjndgm..f?f) yang tidak

dapat  dipidana dengan  kesalahan pidana (c7.i.ffl7.#cr/ w;'o#gc7oz.;7g)

yang dapat dipidana.

Dalam   perkembagan   hukum   perseroaan   dikenal   istilah   Bz/sr.#css

/zfdg#?e#/   R#/e   (BJR)   dan   Prinsip   Ultimum   Remedium   sebagai

pelengkap   kerangka   teori,   dua   konsep   ini   sangat   relevan   untuk

melindungi   pengambil   keputusan   bisnis   yang   beritikad   baik   dan

membatasi penggunaan hukum pidana.

[J Eddy O.S. Hiariej, 2023, P/./.J7s/P-P/-/.;7j'/.p f7"*!//i7 P/.cJcw/c7, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, hlm. 77-

80.
15   Ibid.

\6  Ibid..

Universitas Kristen Indonesia



12

I ) Bzjsz.#ess t/zfc7gme#/ Jtzf/e (BJR) : Merupakan doktrin hukrm (terutama

dalam hukum perusahaan) yang memberikan perlindungan kepada

pengurus     perusahaan      (direksi,      komisaris)      dari      tuntutan

pertanggungj awaban atas keputusan bisnis yang temyata memgikan

perusahaan, asalkan keputusan tersebut diambil:  ( I ) dengan itikad

baik  (!.# goocf /crj/fa);  (2)  dengan  tingkat kehati-hatian yang wajar

(c7zfe ccr7.e); (3 ) didasarkan pada informasi vans memadai

(I.ys/or7#ed  c7ecz.sz.o72);  (4)  tanpa  adanya  benturan  kepentingan  (73o

co7?L#z.cf a/ I.#/eres'f); dan (5) untuk kepentingan terbaik perusahaan

(in  the  best  interest  Of the  corporation).£T   B]R rmengaLlwi bahwaL

dunia bisnis penuh ketidakpastian dan tidak semua keputusan yang

berakhir buruk merupakan bukti kesalahan atau kelalaian.

2)   Prinsip  Ultimum  Remedium:  Prinsip  dasar dalam  hukum  pidana

yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah sarana terakhir (ffre
/os/ resor/).  Penggunaannya hanya dibenarkan ketika upaya-upaya

lain  melalui  hukum perdata,  administrasi,  atau  non-hukum  telah

terbukti tidak efektif untuk melindungi kepentingan hukum yang

lebih penting.t8   Prinsip ini menjadi sangat krusial dalam konteks

perbankan  yang  memiliki  mekanisme  pemulihan  kerugian  yang

komprehensif  (seperti  eksekusi  agunan,  restmkturisasi,  gugatan

perdata).

2.   Kerangka Konsep
Untuk menjaga ketajaman analisis dan konsistensi istilah dalam penelitian

ini, beberapa konsep kunci diberikan definisi operasional sebagai berikut:

a.    Bank  BUMD  didefinisikan  sebagai  badan  usaha  milik  daerah  yang

berbentuk  bank.  yang  modalnya  berasal  dari  pemisahan  kekayaan

'7 Munir Fuady, 2018. fJ?iA'?//jj Pc/.sc./.oc#j  rc/`&c//c7.s', Citra Aditya Bakti. Bandung` him.  195-199.
!8 Moeljatno. Op.a/./.. hlm. 25.
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daerah,  seperti  Bank  DKI,  Bank  Jateng,  Bank  Jabar,  dll.   Bank  ini

berfungsi  ganda  yaifu  sebagai  agen  pembangunan  daerah  sekaligus

sebagai  badan  usaha  komersial  yang  tunduk  pada  Undang-Undang

Perbankan.   Karena itu, meskipun tennasuk dalam cakupan keuangan

daerah menurut ketentuan Pasal  I  angka 35  UU No. 23  Tahun 2014,

setiap  kerugian  pada  Bank  BUMD  tidak  serta-merta  dan  otomatis

merupakan   kerugian   keuangan   negara,   apalagi   jika   timbul   dari

keputusan  bisnis  yang  memenuhi  prinsip  kehati-hatian dan prosedur

internal bank.19

b.    Pengelola   Kredit   Bank   BUMD   adalah   pejabat   yang   memiliki

kewenangan   dan   tanggung   jawab   dalam   proses   pemberian   dan

pengawasan kredit di Bank BUMD.   Ini  mencakup Direksi  (Direktur

Utama,  Direktur  Kredit,  Direktur  Risk  Manajemen  Kredit,  Direktur

Keuangan dan Direktur Kepatuhan), anggota Komite Kredit, Pemimpin

Grup/Satuan Kerja (seperti Pemimpin Group Komersial & Koaporasi.

Pemimpin Grup  Manajemen  Kredit,  Pemimpin Grup  Kepatuhan  dan

Legal),   hingga   Account   Officer   dan   Account   Manager   di   level

pelaksana.   Mereka bertindak berdasarkan prinsip-prinsip  dasar yang

umumnya diatur dalam Buku  Kebijakan Kredit bank,  yaitu:  (I)  Taat

pada peraturan ekstemal dan internal; (2) Konsisten menerapkan prinsip

kehati-hatian trrfic7e#/!.c7/ bc777frj.#g);  (3)  Mengenal  debitur dengan baik

(Kj7ow  y(Jzi/r C!/s'/()#?e/. -Kyo;  (4) Bebas dari benturan kepentingan.2t)

Keputusan  kredit   idealnya  diambil   berdasarkan  ./a!f;--ciJe`g  pf.i.77cf.p/L9

(prinsip empat mata), artinya diverifikasi oleh minimal dua pihak yang

independen.

]9 Djaja S. Meliala. 2020, fJ!/Ai//jz Pc.///a;.7.;j/c7/jc7;7 Dc767;.cz/7,  Rajawali Pers, Jakarta, hlm.  327-331.
`-0 Bank DKl` 2f )\3. Bilku  Kebijakali  dan  Pi.osedili.  K}.edit  PI.odilklif Seglllen  Koliiei.`sial  &  Koi.pal.cisi

{Kepiilil`s{in Dil.eksi No.  221 )` ]aLkalrtai,him.1~2.
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c.    Kredit  Bermasalah  atau  IVo#-Per/orw7.#g  foczl?  (NPL)  didefinisikan

sebagai kredit dengan status kolektibilitas 3 , 4, atau 5 menurut ketentuan

Otoritas   Jasa   Keuangan   (OJK).    Status   ini   menunjukkan   debitur

mengalami  kesulitan  pembayaran  pokok   dan/atau  bunga.   Namun,

secara operasional dalam penelitian ini,  kredit macet tidak selalu dan

otomatis mencerminkan kesalahan pidana pengelola. Kredit macet baru

mengindikasikan  masalah  serius  jika  teriadi  pada  kredit

yang  proses  pemberiannya  menyimpang  dari  prosedur  dan  prinsip

kehati-hatian toemberian kredit fiktif).  Sebaliknya, kredit yang macet

jika prosesnya benar sesuai ketentuan lebih tepat dikategorikan sebagai

kegagalan bisnis (bz/a;.#ess /cw./#re).2 t

d.     Kerugian     Keuangan     Negara/Daerah     mengacu     pada     defmisi

yurisprudensial   dari   Putusan   Mahkamah  Konstitusi   No.   25ffuu-

XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017, kerugian keuangan negara/daerah

dalam  konteks  tindak  pidana  korupsi  harus  memenuhi  tiga  kriteria

kumulatif: ( 1 ) Nyata (c7c/z/c7/ /ass): benar-benar terjadi, bukan potensi;

(2) Pasti jumlahnya:  dapat dihitung dengan pasti; (3) Permanen:  tidak

dapat dipulihkan lagi melalui mekanisme yang tersedia.  Dalam konteks

perbankan,   kerugian  akibat  kredit  macet  belum  permanen   selama

agunan yang sah dan memadai masih dapat dieksekusi untuk menutupi

kerugian.

e.    Risiko Bisnis yang Wajar ((To/'po#tz/.. Jjoss) merupakan kerugian yang

muncul  sebagai  konsekuensi  logis  dan  inheren  dari  aktivitas  bisnis

perbankan yang telah dikelola dengan profesional dan mematuhi standar

kehati-hatian.   Risiko  ini  timbul  meskipun  pengelola  kredit  telah:  (i)

Melakukan analisis kelayakan dan risiko yang mendalam; (2)

2 I Wachid, 2019, Pe/.bo/7A'fl# c/c//? A4asc//c//? PcJ/7}Jc/c`Tc7/-cf/7 K;.cc//./ "cJc€/,  Refika Aditama, Bandung, hlm.

85-89.
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Mengevaluasi  agunan yang memadai; (3) Mematuhi  seluruh prosedur

internal  dan  ekstemal:  (4)  Mengambil  keputusan  secara kolektif dan

independen.22  Kerugian jenis ini seharusnya ditanggung sebagai bagian

dari     biaya     operasi     bisnis     dan     diselesaikan     melalui     jalur

perdata/manaj emen risiko, bukan j alur pidana.

f.    B!/s7.7?ess  J!fc7gme#/ j2£!/e  (BJR)  dalam  Konteks  Penelitian  ini  adalah

doktrin  yang  memberikan  imunitas  atau  pertahanan  (c7e/e77se)  bagi

pengelola kredit Bank BUMD dari tuntutan pidana (dan perdata) apabila

dapat dibuktikan bahwa keputusan kredit yang menyebabkan kerugian

diambil dengan memenuhi syarat-syarat BJR: itikad baik, kehati-hatian

wajar,   informasi   memadai,   tanpa  konflik  kepentingan,   dan  untuk

kepentingan bank.  Penerapan BJR menggeser fokus penilaian dari hasil

(a"/CoJ7?e) ke proses ¢rocess) pengambilan keputusan.23

9.   (h;er.-frj."7.#c7/7.scrsz.   adalah   situasi   di   mama   aparat   penegak   hukum

(penyidik, jaksa) terlalu mudah dan cepat menggunakan instrumentasi

hukum   pidana   (khususnya   UU   Tipikor)   untuk   menangani   suatu

masalah,  padahal  masalah  tersebut  lebih  tepat  diselesaikan  dengan

hukum  lain (perdata,  administrasi) atau sebenamya merupakan risiko

wajar dari suatu aktivitas.  Dalam konteks penelitian. tjiJer-fr7.m7.z7c7/z.sc7s/.

terjadi  ketika  pengelola  kredit  Bank  BUMD  yang  telah  mematuhi

prosedur diajukan ke pengadilan pidana korupsi hanya karena kreditnya

macet, tanpa mempertimbangkan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan

adanya mekanisme pemu|ihan.24

'-'-lbid.
--3 Fhorwh A;+mf Ts,asirlwh` 2023 , Hiikiim Pidtina Koi.pot.(isi dan Ke.iangaii : Taiitaiigon O\`ercriiiliiiali=atioi.,

Rajawali Pers, Jakata, him.196-197.
:i Mahendra, 2022. Reformas i Pc/76jgcka;7 /J!/A'i//;j Ko/'!/pr'f d/. //7c/a/7cJ`T/.c/,  Raj awa[i Pers, Jakarata, hlm.

187-191.
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F.  Metode penelitian
Penelitian ini menggunakan metode normatif (doctrinal legal research)

yang  mengkaji  hukum  sebagai  sistem noma melalui empat pendekatan:  (1)

pendekatan   perundang-undangan   untuk   menganalisis   UU   Tipikor,   UU

Perbankan, UU Pemerintahan Daerah, dan peraturan OJK; (2 ) pendekatan kasus

melalui studi putusan pengadilan perkara PT Likotama Halum di Bank DKI;

(3 ) pendekatan konseptual untuk mengkaji doktrin "kerugian keuangan negara" ,
"risiko    bisnis",    B!;s7.77ess'    ./2fc7g"e#/    jzif/e,    dan    "kehati-hatian

perbankan";      serta     (4)     pendekatan     perbandingan     terbatas     dengan

membandingkan putusan PN, PT, dan MA guna mengidentifikasi inkonsistensi

penafsiran hukum sepanj ang proses peradilaii.

I.   Jenis Data dan Bahan Hukum

Penulis    menggunakan    metode    pengumpulan    data    sekunder    yang

mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi buku-buku, sampai

dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Adapun  bahan hukum  yang  akan  dikaji  dan  dianalisis  dalam  penelitian

hukum normatif terdiri dari:

a.   Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan

terdiri dari peraturan perundang-undangan, yuridisprudensi, perjanj ian

internasional,  kebiasaan,  dan  doktrin  hukum.     Bahan  hukum  yang

menjadi prioritas dalam menganalisis penelitian ini adalah:

I )   Undang-Undang Nomor 31 Tahun l999jo. Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2)   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU

No. 7 Tahun  1992 tentang Perbankan.
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3)   Undang-Undang  Nomor  23   Tahun  2014  tentang  Pemerintahan

Daerah jo.  UU  No.  I  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

4)   Peraturan Otoritas Jasa Keunngan (POJK) terkait,  terutama POJK

No. 40fl'OJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

dan  POJK  tentang  Prinsip  Kehati-hatian   dan   Good  Corporate

Governance (GCG).

5)   Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25A'UU-XIV/2016.

6)   Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  56ffid.Sus-

TPK/2Oi6mN.Jkt.pst.

7)   Putusan    Pengadilan  Tinggi     DKI    Jakarta    Nomor    2ffid.Sus-

TPK/2017ffT.DKI.

8)   Putusan  Peninjauan  Kembali  Mahkamah Agung  RI Nomor  189

PKITid.Sus/2019.

9)   Putusan-putusan MA lainnya yang mengadopsi atau relevan dengan

Business Judgment Rule telhan 20\9-Z025.

b.   Bahan Hukum sekunder, meliputi:

I)   Buku-buku  teks  dan  monograf di  bidang  hukum  pidana,  hukum

perbankan,   hukum  perusahaan,   hukum   keuangan   negara,   dan

hukum administrasi.

2)   Artikel jumal  ilmiah  bereputasi  nasional  dan  intemasional  yang

membahas   korupsi   perbankan,   Bffs/.#ess   Jzfc7g;#e#/   R!f/c,   dan

pertanggungj awaban direksi.

3)   Laporan  resini  lembaga  negara  seperti  OJK  (statistik perbankan).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
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4)   Dokumen  internal  dan  laporan  khusus,  seperti  Buku  Kebijakan

Kredit Bank DKI, berita acara lelang agunan PT Likotama Harum,

dan dokumen eksekusi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (2019-

2025).

c.    Bahan Hukum Tersier

Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  yang  meberi  petunjuk  maupun

membantu  pemahaman terhadap  bahan primer dan  sekunder,  seperti

kamus hukum yang terdiri dari kamus-kamus hukum, direktori putusan

Malikamah Agung online, dan bahan-bahan pendukung lairmya.

2.   Teknik pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

a.    Studi  Pustaka  (£z.Orc7ry  j{esec}rch),  yaitu  penelusuran  dan  pengumpulan

bahan hukum di peapustakaan (fisik dan digital), termasuk buku, jumal, dan

komentar undang-undang.

b.    Studi Dokumen (Doc#me#/c7ry jtes'ec7rcfr):

I)   Penelusuran     arsip     putusan     pengadilan     melalui     situs     resmi

(direktori.putusan.mahkamahagung.go.id, pn-jakartapusat.go. id).

2)   Pengumpulan  laporan  resmi  dari  OJK,  BPKP,  dan  BPK  yang

dipublikasikan.

3)   Penggunaan  dokumen  internal  Bank  DKI  dan  data  eksekusi  agunan

yang diperoleh secara sah untuk kepentingan akademis.

c.   Observasi  Tidak Langsung dengan memantau perkembangan fakta I?ovzfrm

pasca-putusan  inkrah  (khususnya  realisasi  lelang  agunan  PT  Likotama

Harum) melalui dokumen-dokumen resmi yang tersedia hingga akhir tahun

2025 untuk menyelesaikan penelitian ini.
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3.   Teknik pengo]ahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan melalui serangkaian prosedur sistematis

untuk  mengorganisir,   mengklasifikasi,   dan   mensintesiskan   bahan  hukum

primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan, sehingga siap dianalisis

secara mendalam.  Proses pengolahan data mencakup langkah-langkah sebagai

berikut:

a.    Inventarisasi dan seleksi Bahan Hukum

Seluruh  bahan  hukum  yang  terkumpul  melalui  studi  pustaka  dan  studi

dokumen diinventarisasi secara kompreheusif berdasarkan kategori sumber

(peraturan  perundang-undangan,   yurisprudensi,   doktrin,  jumal   ilmiah,
laporan  resmi).   Dilakukan  seleksi  kritis  untuk  memastikan  relevansi,

keabsahan (validity), dan kekinian (up-to-date) bahan hukum sesuai dengan

ruang lingkup penelitian (kredit macet Bank BUMD periode 2011 -2025).

b.   Kodifikasi dan Kategorisasi Tematik

1)   Sumber   hukum:    primer   (UU   Tipikor,   UU   Perbankan,   Putusan

MA/PNffT), sekunder (buku, jumal), tersier (kamus).

2)   Konten  substantif:  dikelompokkan ke  dalam tema konseptual  seperti
"keruSan keuangan negara", "risiko bisnis", "Business Judgment Rule",

"prinsip kehati-hatian", dan "ultimum remedium".

3)   Kronologis perkara: khusus untuk studi kasus PT Likotama Harum, data

diurutkan secara kronologis mulai dari proses pemberian kredit (201 I ),

kejadian  macet  (2014),  penetapan  tersangka  (2016),  putusan  PNA'T

(2016-2017), hingga novum eksekusi agunan (2019-2025).

c.    Triangulasi sumber dan validasi Yuridis

Melakukan  triangulasi  antar-sumber  untuk  memastikan  konsistensi  dan

keandalan data:

1 )   Membandingkan ketentuan perundang-undangan dengan yurisprudensi

Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 dan Putusan MA No. 189

PK/Pid.Sus/2019.
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2)   Memverifikasi temuan BPKP mengenai kerugian negara dengan data

realisasi eksekusi agunan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

3)   Menyelaraskan  doktrin  Bzfsr.#ess  /#cJgme#/  jzzf/e  (Munir  Fuady,

Albertina Ho) dengan praktik perbankan yang diatur dalaln POJK OJK.

d.    Sistematisasi Kerangka Analitis

Data  yang  telah  dikategorikan  disusun  dalam  matriks  analitis  yang

menghubungkan:

I )   Unsur-unsur ketentuan Pasal 2 Ayat ( 1 ) dan Pasal 3 UU Tipikor dengan

fakta hukum kasus PT Likotama Harmm.

2)   Kriteria  kerugian  keuangan  negara  (nyata,  pasti,  permanen)  dengan

realisasi eksekusi agunan sebagai novum.

3)   Prinsip    kehati-hatian    perbankan    dengan    prosedur    pengambilan

keputusan  kredit   di  Bank  DKI  (MAK,   Komite  Kredit,  /offJ--eyes

principle).

4.   TeknikAnalisis Data

Pendekatan dalam penelitian ini  adalah pendekatan perundang-undangan

(SJcrfz/e 4procrch) yaitu pendekatan yang  dilakukan dengan menelaah  semua

undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut paut dengan  isu hukum yang

sedang ditangani, yaitu:

a.    Interpretasi   Yuridis,   yaitu   menafsirkan   pasal-pasal   UU   Tipikor,   UU

Perbankan,   dan  peraturan  OJK  dengan   metode  gramatikal   (bahasa),

sistematis (konteks dalam sistem hukum),  teleologis (tujuan hukum), dan

historis (sejarah pembentukan).

b.   Deduktif-Kualitatif,  yaitu  menarik kesimpulan khusus  dari premis umum

(norma hukum dan yurisprudensi) terhadap kasus konkret kredit macet PT

Likotama Harum di Bank DKI.

c.    Analisis   Perbandingan   (('tJxpcrrc7//.ve  4#cr/,vs'jLs')   adalah   membandingkan

logika,  pertimbangan  hukum.  dan  hasil  putusan  yang  mengkriminalisasi
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pengelola     kredit      (PN     &     PT     DKI)      dengan     putusan     yang

membebaskan/menggunakan pertimbangan BJR (PK MA).

d.    C`o#/L>#/   t47?c7/,vs/.a   yaitu   menganalisis   isi   doktrin,   yurisprudensi,   dan

perkembangan  fakta  #ovzfAV  untuk  mengidentifikasi  pola,  kriteria,   dan

argumentasi  yang  digunakan  dalam  membedakan  "kerugian  keuangan

negara" dengan "risiko bisnis yang wajar".

e.    Preskriptif,    adalah   setelah   analisis   kritis,   memberikan   rekomendasi

kebijakan hukum berupa kriteria yuridis yang lebih jelas dan pedoman bagi

aparat  penegak  hukum,  regulator,  dan  pengelola  Bank  BUMD  dalam

menangani kredit macet.

G.  Sistematika Penulisan
Skripsi ini terdiri atas lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I             :      PENDAIIULUAN

Memuat  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah,  ruang

lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka

teori   dan   konsep,   metode   penelitian,   serta   sistematika

penulisan.

Bab Il           :      TINJAUAN PUSTAKA

Membahas   konsep   keuangan   negara/daerah,   kedudukan

hukum Bank BUMD, unsur Pasal 2 ayat ( 1 ) dan Pasal 3 UU

Tipikor,  prinsip  kehati-hatian  perbankan.  doktrin  B!ts!./?ess

Jffdg/77e#/   R2f /e,    serta    penerapan    teori    keadilan,    teori

kepastian      hukum,      dan      teori      kemanfaatan      dalam

pemberantasan korupsi sektor perbankan.
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Bab Ill   :  BATASAN  YURIDIS  ANTARA   KERUGIAN KEUANGAN

NEGARA/DAERAH   DAN   RISIK0   BISNIS   YANG

WAJAR

Bab IV

BabV

Menganalisis  pengertian  dan  kriteria  kerugian  keuangan

negara/daerah,  konsep  risiko  bisnis  yang  wajar  (corpo/'cr/e

/oss), perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung pasca-

2019,    serta   penerapan    teori    keadilan,    kepastian

hukum, dan kemanfaatan dalam membedakan kedua konsep

tersebut pada kredit macet Bank Burn.

TANGGUNG      JAWAB      PIDANA      PENGELOLA

KREDIT BANK Bunm DAN STUDI KASuS

Menganalisis  penerapan  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  UU

Tipikor terhadap pengelola kredit Bank BUMD, studi kasus

Putusan       PN       Jakarta       Pusat       No :        5 6Pid. Sus-

TPK/2016ffN.Jkt.Pst jo.  Putusan  PT  DKI  No:  2A'id.Sus-

TPK/2017ffT.DKI,       Putusan      PK      MA      No.       189

PK/Pid.Sus/2019, implikasi fakta-fakea baru (novum) pasca-

inkrah    hingga    tahun    2025,    serta    peruinusan    kriteria

pertanggungjawaban   pidana   yang   proporsional   dengan

memadukan prinsip kehati-hatian, Bffs7.#c>LT,7 /!+dgme#/ ji!i/c.,

da:n asas i,i](imL!m remedium.

PENUTUP

Kesimpulan dan saran.
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